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Abstrak
 

Perkawinan campuran sejak awal telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Permasalahan hukum

tersebut antara lain mengenai pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan, setelah terjadinya

perkawinan dan perceraian, khususnya status hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran

tersebut. Berdasarkan Pasal 30 ayat 12 dan 3) ROU- HPI dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku

bagi yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut adalah hukum tempat kediaman sehari-hari dan atau

hukus tempat perceraian diajukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku untuk

kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia adalah hukun Indonesia yaitu Undang-

Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Sebagai contoh dari permasalahan tersebut

adalah kasus status kewarganegaraan OLIVIA NATHANIA yang ayahnya warga Negara Brunei dan kawin

dengan ibunya Marga Negara Indonesia di Indonesia, kemudian berceral di Indonesia. Dalam menganalisa

status kewarganegaraan anak tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif

dan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan. Data tersebut kemudian diseleksi, dikelompokkan

dan disusun sintimatis kemudian dianalisis. Berdasarkan xatentuan Perundangan-undangan yang berlaku

yaitu Undang- Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan serta NOU-HP1 dan RUU-

Kewarganegaraan. maka kewarganegaraan OLIVIA HATHANIA adalah Harga Indonesia. status Negara

Seandainya ROU-HP1 dan K-Kewarganegaraan disahkan menjadi Undang-undang maka akan lebih

menjamin keadilan Car sepastan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran

Olen sarena itu penulis menyarankan kedua KUU Itu sebaiknya disahkan menjadi undang-undangan

diberlakukan di Indonesia
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